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Menimbang i a.

Mengingat : 1.

b.

bahwa dalam upaya pelayanan clan pemerataan pendidikan kepada

masyarakat, serta molingkatkal parlisipasi masyarakat di bidang

pen;idikan perlu ctiberikan kesempatan kepada masyarakat untuk

mendirikan lembaga penclidikan baru {i Kabupaten Sabu Raijua.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dari huruf a'

perlu menetapkan Kepr.rtusan- l{eprala Dinas Penanaman Modal dan

irelayanan Terpa<lu Satu Piniii, Pol'iirdustrian dan Perdagiurgitt"t l(abupaten

SaUu RaiSua tentalg lzin Operasionai Penclidikan Anak LJsia Dini (I'AUD)

PEDULI KASII-I.

Undang - Undang Republik InrJonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang

dan Dosen;
Undang-Undang Republik lndotleisil Nomor 32 Tahun 2005 tentang

pemerintah Daerah sebagainrtiru l*lah iiilubah lrerapa kali dii-rittrh torakhil

dengan Undang-Undang Nonror 12'l'ahun 2008 lentarig Pet'Lrbiriian keclua

atas Undang-Undang Notnor 32 Tahun 2004;

Undang-Undapg Republik Indonesia Nomor 52 Tahu:i 2008 tentang

Pembeitukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Pemerintah':ggpublik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang

Pendidikan Pra Sekolah;
Peraturan Pemerintah Repubiik Inclonesia Nomor 39 Tahun 1994 te*ang

Peran serta Masyarakat Dalam llerididikan Nasional;

Peraturan Pemeiintah Reputrlik lttdonr:sia Nontr)r 47 T'ahurr 2008 ttntang

Wajib Belajar;
Peraturan Pemerintah Itepuhlik Indonesia Nomor 19 'Iahun 2009 tentur5l

Standar Nasional Pend idikan;

Sistem Pendidikn Nasional;

2. Undang-Undang Republik Ilclcrr:resia Nomor 14 'Iahun 2004 tentang Guru

a
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d
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13.
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Peraturan Pemerintah i"epublil'" Irtrlouesia Nomor 66 T'ahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Pen-vel tnggiaraft n iicndi dikan;
Peraturan Presiden it*publik lndonesia Nomor 60 ,Tahun 2013 tentang

Pengembangan Analt I lsia Dini I{olistik dan Integritas;

Keputusan Menleii 1'cndiclikan Nasional Republik lndonesia Nomor

060120 02 tentang P,;,.i.ctrtan Pendirian Sekolah;

Peraturan Menteri ilr:ndidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63

Tahun 2009 tentang Sistem Fenjarninan Mutu Pendidikan ;

Peraturan Merrteri i'i:ncliclikart dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 137 Tahun 2Ui4 tetltarig $tnndar Nasional Pendicikan Anak Usia

Dini;
Peraturan Bupati Sai;rr i{niju;lNomr;r l9'lahun 20ll tenlang Keduclukan

Sistem Organisasi Pcrnngkat l)aerah dan Irungsi serta tata kerja l)inas'
Dinas Kabupaten Sabu Raiiua;
Keputusan bupati JoJcrirotr 153 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar

Opersional Prosedttr dan Stnndar Pelayanan Publik Penyelenggaraan

Perizinan dan Non Ftei:izinan Itidarg Penanaman Modal Dinas Penanamzur

Modal dan Pelayanen Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Sabu Raijua.

Akta Pendirian Lemticr;a Pendidikan Anak usia Dini (I']AUD) PEDULI
KASIH dari Notaris Emmanuel Mali, s.H Nomot : 62 tanggal 13

3ff#fi]f,:hasi 'reknis dari Kepala Dinas pendidika,, Kebudayaan,

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua Nomor :

420 I 121 8 IDPKKO- S I I /X lll 20 I7 tanggal 1 I f)esemb er 20 17

t4.

15.

Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

1.

)

MEfult': i]Si(A.J

Memberikan Izin Operasioiial Pen<iiclikan Anak Usia Dini (PAUD) PEDULI

KASIH yang berlokasi di llesa Menia Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu

Raijua-
Pemberian izin sebagaimana dimzrksucl dalam diktum KESATU, berlaku

sepanjang mematuhi sernLra ketentuan yang peraturan perundang-undangan

y*g i"tI*r, dan waiib nrelaporkan hasil belajar mengajar pada setiap awal

irft* kepada Dinas Pe,tJiclikan, Ket"rutlayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Sabu Raijua.
Dalam hal pelaksunu*t kcgiatan penelidikan ternyata timbul kerugian pada

pihak lain, atau pesefta ilidik yang rnengakibatkan terhentinya kegiatan

pentlidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi

tanggungiawab pihak pemegang izin.

SeiJu penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalarn keputusan ini

y*g d"p"i *.*glk* kewibawaan pemerintah baik sengaja maupan tidak

sengaja maka keputusan ini batal atau batal demi hukum'

Tidak dibenarkan mengalihkan lzin Ope:ritsional i)errdiciikan Anak Usia Dini

(PAUD) ke pihak lain dengan claliii apa;:un sebelum adariya persetujum dari

biru, Pendidikan, Kebudalaan, Kepemuclaan dan Olahrala kabupaten Sabu

Rarjua. 
,



KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN :

: Wajib melengkapi semua perizinan dm persyaratan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan pemndcutg-undangan yang berlaku.

Hal-hal yang belum teratur dan ridak diatur dalam keputusan ini akan diatur

kemudian sebagaimana mestinnya.
Keputusan ini mulai berlaltu pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruaan akan diadaka.n perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Seba

Pada Tanggal : 9 Maret 2018

Tembusan disampaikan dengan hormat kepadn I

l. Bupati Sabu Raijua di Seba (sebagai laporan);

2. KepalaDinas pindidikan, Kebudayaan, Kepeniuclaar) dnn Olalrr:aga Kabupaten Sabu Raijua di Seba;

3. Inspektur Daerah Kabupaten Sabu Raijua di Seb*;

4. Canat Sabu Barat di Seba;

5. Kepala Desa Menia di Menia

' [r, CI{A[t!"ES F. Y. MITYOK.@.-*
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